
SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVTNSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR lt TAHUN 2O1e

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BEI2.S SERTA
TUNJANGAN HARI RAYAYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEI,ANJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PF^'ABAT NEGARA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang balrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Talrun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau

Tunjangan Ke;ga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 1O ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O19 tentang

Teknis Pemberian Tfrnjangan Hari Raya yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian

Gaji dan Ttmjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari

Raya yang Elersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Mengingat I. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Balggai Kepulauan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 179, Tar:nbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah

dan disempurnakan dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2OOO Tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupa.ten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tallrbahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentartg Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O16
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan
Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentana Nasional Indonesia, Anggota Kepoiisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau T\rnjangan (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
115, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagaima.'a telah dirrbah



Menetapkan

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2076
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangal
Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atalu llrnjaagan (l*mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 92,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6348);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O19

tentang Pemberian Tunjangal Hari Raya kepada

Pegawai Negeri Sipil, Prajudt Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan

Penerima Trrnjangan {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O19 Nomor 507);

MEMUTUST(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA
TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI{ BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PLIABAT NEGARA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan;

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara

secara tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Morowali oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan pe merintahan.



2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati

Morowali.

3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut Anggota DPRD adatah adalah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Morowali.

4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara

teratur kepada kar5zawan yang dibayarkan bersamaan

dengan gaji.

6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja

kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau

peraturan perundang-undangan.

7. Surat Permintaan Pembayaral yang selanjutnya

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk

mengajukan permintaan pembayaran.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut

SPM adalah dokumen yang gunakan untukl
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban

pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan

sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

lO. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.



BAB II
PEMBERIANTUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN

TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan

Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga

Belas.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

calon PNS.

(3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS

yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.

Pasal 3

(U T\rnjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada

2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

(21 Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)

bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar

pengahasilan yang seharusnya diterima karena

berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan

tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari

Raya.

(3) Gaji dan T\rnjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat

Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar

penghasilan pada bulan Juni.

(4) Dalam hat penghasilan pada bulan juni sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar

penghasilan yang seharusnya diterima karena

perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan

tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Ketiga

Belas.



(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan

ayat (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara dan

Anggota DPRD meliputi Caji pokok, tunjangan

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum

dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya;

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN

ruNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(l) Trrnjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan

Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh)

hari kerja sebelum tanggal hari raya.

12) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (f) belum dapat dibayarkan,

T\rnjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari

Raya.

(3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat

Negara dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan

Juli.

Pasal 5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D

T\rnjangan Hari Raya, Gaji dan 'I\rnjangan ketiga Belas

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB TV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemkrian Tunjangan Hari

T\:njangan ketiga belas bersumber

Pendapatan dan Belanja Daerah;

Raya,

dari

Gaji dan

Anggaran



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati

diundangkan

Pasal 7

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2? Md, 2otS

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Diundangfun di Bungku
pada tangga-l 24 ltAet aorg
SEKRETARIS DAERAH
KAI}UPATEN MOROIVALI,

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019
NoMoR..ptT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
S DAERAH KAI}UPATEN MOROWALI,

ttd

ttd

BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina,IV/a
NIP. 19820602 200604 1005

EKR


